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ABSTRAK 
 
AHMAD WIDI ADITYA (B111 12 904), Disparitas Pidana dalam 
Putusan Pengadilan terhadap kealpaan dalam berkendara yang 
menyebabkan matinya orang lain, dibimbing oleh Prof. Dr. H.M. Said 
Karim, S.H., M.H., M.Si. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya disparitas pidana dalam putusan pengadilan dan dampak dari 
terjadinya disparitas pidana dalam putusan pengadilan, serta menguraikan 
fakta yang didapatkan di lapangan melalui hasil wawancara penulis 
dengan personil pengadilan 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Takalar untuk penelitian 
lapangan, serta Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk penelitian 
kepustakaan. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah Metode 
penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca 
serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung 
dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis, selain 
itu penulis juga melakukan metode penelitian lapangan, dilakukan dengan 
cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk 
tanya jawab terhadap narasumber hakim. 
Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: (1) 
Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam 
putusan pengadilan antara lain adalah faktor internal dari diri hakim, faktor 
eksternal dari luar diri hakim, faktor sistem hukum, serta fakta 
persidangan. (2) Dampak yang ditimbulkan yaitu menurunnya 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Seluruh hasil 
formulasi dari seluruh data yang ada, merujuk kepada kesimpulan dan 
saran yang bersifat membangun mulai dari hakim yang harus bersikap 
sangat profesional dalam menangani suatu perkara, serta menciptakan 
terobosan – terobosan baru dalam dunia peradilan yang dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta 
pembenahan secara menyeluruh pada institusi peradilan di Indonesia 
sehingga terwujudnya keadilan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah  
Di zaman modern seperti saat ini, manusia diharuskan 
berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat, 
sehingga kebutuhan manusia akan moda transportasi begitu tinggi. 
Dan karena itu, kendaraan menjadi salah satu solusi bagi 
masyarakat Indonesia untuk berpergian. Berkendara menuju 
kantor, sekolah, pasar dan sebagainya. Seseorang yang 
berkendara entah itu roda dua ataupun roda empat harus 
dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diperoleh di 
Korps Lalu Lintas Kepolisian setempat dengan prosedur – prosedur 
tertentu berupa tes tulis dan ujian praktek. SIM ini menjadi salah 
satu indikator layak atau tidaknya seseorang untuk mengemudikan 
kendaraan bermotor dijalan raya. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) 
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
yang rumusannya “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai 
dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan” Namun 
dalam kenyataan banyak masyarakat yang tidak mengindakahkan 
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peraturan tersebut dengan mengendarai kendaraan bermotor tidak 
memiliki Surat Izin Mengemudi. Hal inilah yang menjadi salah satu 
penyebab banyaknya pelanggaran lalu lintas bahkan kecekalaan 
lalu lintas yang mengakibatkan korban luka hingga meninggal 
dunia. Selain karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagai 
tanda kelayakan berkendara, kecelakaan lalu lintas juga 
disebabkan karena kealpaan pengendara yang disebabkan tidak 
mengindahkan rambu – rambu lalu lintas yang ada contoh 
sederhana yang setiap hari kita saksikan adalah melewati batas 
kecepatan yang telah ditentukan sehingga ketika terjadi sesuatu 
pengendara tidak dapat mengendalikan kendaraanya dan terjadi 
kecelelakaan lalu lintas. Inilah yang menjadikan kecelakaan lalu 
lintas dalam berkendara menjadi hal yang terjadi setiap hari di 
Indonesia.  
Data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia 
bahwa hingga September 2015 telah terjadi 23.000 kasus 
kecelakaan lalu lintas. Dari 23.000 kasus tersebut tercatat 23.000 
orang meninggal dunia diatas aspal.1 Data lainnya yang di rilis oleh 
Badan Intelijen Negara (BIN) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu 
                                                          
1
 Merdeka.com: Hingga September 2015, Ada 23 Ribu kecelakaan di Indonesia. 
http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-
indonesia.html  
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lintas menjadi penyebab kematian ketiga dibawah Serangan 
Jantung dan TBC.2 
Setiap orang yang melakukan tindakan yang berlawanan 
dengan undang – undang harus dihadapkan pada sanksi berupa 
denda atau kurungan penjara. Dalam Undang Undang No. 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat 
beberapa aturan mengenai pelanggaran lalu lintas beserta 
sanksinya, mulai dari pelanggaran ringan yang sanksinya berupa 
tilang dan denda hingga yang paling berat berupa kurungan 
penjara dan denda itu sendiri. Dalam Pasal 310 ayat (4) yang 
berbunyi “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” terkadang 
hakim dalam menangani kasus yang berkaitan dengan ketentuan 
pasal diatas tidak memberikan hukuman yang maksimal sebagai 
pemberian efek jera kepada pelaku.  
Seringkali dalam kasus kealpaan dalam berkendara yang 
menyebabkan orang lain meninggal dunia, hakim seharusnya 
menerapkan aturan dan pemidanaan yang rata dan seimbang pada 
setiap pelanggar. Namun pada kenyataannya, hakim seringkali 
menjatukan putusan yang berbeda pada kasus ini.  
                                                          
2
 Badan Intelijen Negara: Kecelakaan Lalu lintas menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga. 
http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-
terbesar-ketiga  
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Dalam sebuah negara hukum ada ciri khusus yang melekat 
pada negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak manusia, 
kesearaan, kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya di 
samping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang 
telah diteteapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa 
ada pengecualian.3 
Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa 
semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum 
atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting 
dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin 
Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang 
seperti Indonesia. 
Konsep equality before the law masih perlu dipertanyakan 
lagi terkait dengan realitas yang ada, dimana dalam suatu kasus 
hukum yang sama, hukum tidak dibenarkan untuk menerapkan 
peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan 
disparitas (disparity of sentencing). Artinya suatu kasus hukum 
yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain 
untuk menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh 
para pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan 
kepastian hukum di tengah masyarakat (edukasi). 
                                                          
3
 Romi Librayanto. Ilmu Negara Suatu Pengantar. Pustaka Relfeksi, Makassar, 2009, hlm: 70 
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Akibat menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, 
maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana yang terjadi. 
Apakah tindak pidana tertentu, masuk kedalam hukum administrasi 
negara ataupun peraturan lainnya. 
Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan 
hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada 
hakim untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki. 
KUHP kita menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara 
pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Di sini, hakim bisa 
saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau 
sebaliknya. Di samping itu, disparitas kian berpeluang terjadi ketika 
hakim bebas menentukan berat ringannya pidana (strafmaat) yang 
akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur 
mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang 
pas.4 
Secara ideologi, menurut aliran modern, disparitas pidana 
memang dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis 
itu memiliki dasar pembenar yang jelas dan transparan. Namun 
disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat (legal reasing), 
maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kaitannya 
dengan kepastian hukum, hakim sebagai pengambil keputusan 
harus bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim 
                                                          
4
 Santos Wachjoe Prijambodo, Disparitas Putusan Hakim. 
http://santhoshakim.blogspot.co.id/2013/11/disparitas-putusan-hakim.html  
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dapat menggunakan putusan dari kasus yang sama sebelumnya 
yang menjadi salah satu sumber hukum yang dapat digunakan 
hakim untuk memutus perkara yang sama.  
Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri 
dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan 
yang berbeda disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi 
hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan 
yang berbeda disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan 
bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula 
kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat 
pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 
ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. 
Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun 
pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak 
lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka 
atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan 
pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik 
dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara 
mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan 
inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan 
konsep rule of law yang dianut oleh Negara kita, dimana 
pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung 
dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk 
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menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya 
pada penegakan hukum di Indonesia.  
Tidak sampai disitu saja, konsep equality before the law 
yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu 
dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas 
pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta 
tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak 
sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang 
kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus 
kealpaan dalam bekendara yang mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia yang sifat dan karakteristikanya sama, tetapi 
hakim menjatuhkan pidana yang jauh berbeda. Bercermin dari hal 
itu maka masih dapatkah Negara ini dikatakan sebagai Negara 
hukum? 
Beberapa contoh kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas 
karena kealpaan atau kelalaian yang dijerat Pasal 310 ayat (4) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut UU LLAJ 
dilakukan oleh Pengadilan Negeri Takalar adalah : 
1. Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2014/PN.Tka 
Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Bantaeng menuju 
Makassar dengan kecepatan 80 km/jam diperjalanan terdakwa 
melihat motor yang dikendarai korban melintas kurang lebih 10 
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meter di depan kendaraan terdakwa. Sehingga terdakwa tidak 
bisa mengendalikan kecepatan kendaraanya dan tidak dapat 
menghindari korban. Dari hasil visum et repertum di RS 
Padjonga Dg Ngalle Kab. Takalar korban sempat dirawat namun 
nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia. Terdakwa 
dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari 
dipotong masa tahanan 5 (lima) bulan. 
 
2. Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2014/PN.Tka 
Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil dari arah Makassar 
menuju Takalar dengan kecepatan 40 – 50 Km/jam. Kemudian 
di perjalanan terdakwa melihat motor korban yang berjalan dari 
arah utara menuju selatan. Namun tiba  - tiba sepeda motor 
korban mengubah arahnya menjadi ke timur. Terdakwa yang 
tidak dapat mengendalikan kecepatannya membanting kemudi 
ke arah kanan dan menabrak sepeda motor korban hingga 
korban terjatuh. Dari hasil visum et repertum yang dikeluarkan 
oleh RS Padjonga Dg Ngalle Kab. Takalar, korban mengalami 
luka robek di kepala, luka robek di perut hingga pinggang, serta 
luka robek pada kaki hingga nampak tulang. Korban akhirnya 
meninggal dunia di hari yang sama. Terdakwa dijatuhi hukuman 
penjara selama 1 (satu) bulan dipotong masa tahanan 2 (dua) 
bulan. 
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3. Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN. Tka 
Terdakwa mengemudikan sebuah light truck dari arah selatan 
menuju Utara dengan kecepatan 40 – 50 km/jam. Tiba – tiba 
dari arah Timur korban mengemudikan kendaraan sepeda 
motor dengan kecepatan tinggi. Setibanya di persimpangan 
empat, korban yang mengemudikan sepeda motor tiba – tiba 
melakukan pengereman untuk menghindari kendaraan lain di 
depannya, namun korban terjatuh dari motornya dan terdakwa 
yang tidak menghiraukan situasi lalu lintas di lokasi kejadian, 
berusaha mendahului kendaraan di depannya, namun karena 
ketidak hati – hatiannya terdakwa menabrak korban yang 
terjatuh dijalan raya dan terseret di kolong mobil terdakwa. Dari 
hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS Padjonga Dg 
Ngalle Kab. Takalar, korban mengalami patah tulang dan robek 
dari perut hingga ke usus yang menyebakan korban meninggal 
dunia. Terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara. 
Hal ini menjadi menarik perhatian dikala seseorang yang 
didakwakan melakukan hal yang sama dan diterapkan pula 
peraturan perundang – undangan yang sama namun ketika 
dijatuhkan putusan kepadanya hasilnya menjadi berbeda – beda. 
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Berdasarkan uraian diatas ,maka penulis tertarik untuk 
mengkaji masalah tersebut dengan judul “Disparitas Pidana 
dalam Putusan Pengadilan Terhadap Kealpaan dalam 
Berkendara yang Menyebabkan Matinya Orang Lain”. Alasan 
penulis mengangkat judul tersebut karena ingin mengetahui lebih 
mendalam faktor-faktor yang menyebakan terjadinya disparitas 
pemidanaan, dan dampak yang ditimbulkan dari disparitas 
pemidanaan 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditarik beberapa 
permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan 
masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:  
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya 
disparitas pemidanaan terhadap kealpaan dalam berkendara 
yang menyebabkan matinya orang lain?  
2.  Dampak apa yang ditimbulkan dari adanya disparitas 
pemidanaan terhadap kealpaan dalam berkendara yang 
menyebabkan matinya orang lain?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan 
yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Tujuan Penelitian  
a.  Untuk mengetahui  faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya disparitas pemidanaan terhadap kealpaan 
dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang 
lain? 
b.  Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari 
adanya disparitas pemidanaan terhadap kealpaan 
dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang 
lain? 
 
2. Kegunaan Penelitian  
a.  Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 
rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis 
sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas 
hukum pada umumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Disparitas 
berarti Perbedaan; Jarak yang diumpamakan sebagai ada – upah yang 
diterima oleh pekerja itu. Maknanya bahwa ada sesuatu jarak yang 
menimbulkan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dalam 
satu hal yang sama. Disparitas yang timbul tentu akan memunculkan 
rasa ketidakadlian bagi pihak yang merasa dirugikan karena telah 
melakukan hal yang sama namun pada akhirnya mendapat ganjaran 
yang berbeda. Hal ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita 
semua, mengapa timbul jarak yang menjadikan adanya perbedaan? 
Menurut Muladi, Disparitas pidana adalah penerapan pidana 
yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap 
tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa 
dasar pembenaran yang jelas.5 Dari pengertian tersebut dapatlah kita 
lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan 
hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. 
Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh 
hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan 
                                                          
5
 Muladi, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 54 
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bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan 
sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut 
Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberpa 
kategori, yaitu:6 
a. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama 
b. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat 
keseriusan yang sama 
c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim 
d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang 
berbeda untuk tindak pidana yang sama. 
Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan 
wadah dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan 
hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana 
yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak 
pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun 
oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja 
kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini 
menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. 
                                                          
6
 Harkristuti Harkrsnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses 
Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003. hlm. 28 
sebagaimana dikutip dalam Santos Wachjoe Prijambodo, ibid., 
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Menurut Muladi 7 , disparitas pidana itu dimulai dari hukum 
sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai 
kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana 
(straafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan 
sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam Undang-
Undang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 
188 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: 
“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, 
ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidnna denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu 
timbul bahaya umum- bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul 
bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu 
mengakibatkan orang mati.” 
  Dari bunyi pasal tersebut dapat kita lihat adanya bebarapa 
pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana 
yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling 
tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas untuk 
memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan sebab yang 
ditentukan oleh undang undang hanyalah maksimum dan minimumnya 
saja. 
                                                          
7
 Muladi, Ibid., hlm. 52. 
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  Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh 
Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak 
boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya 
ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan 
perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat, maka pedoman 
memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan 
mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat 
menghapuskannya sama sekali.8 
  Muladi juga menyatakan bahwa disamping hal-hal yang 
bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan 
disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim 
sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa 
dipisahkan karena sudah terpbaku sebagi atribut seseorang yang 
disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of 
judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar 
belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. 
Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam 
menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya 
sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.9 
 Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik 
berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang 
                                                          
8
 Sudarto, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 61 
9
 Muladi, Op.cit., hlm. 60 
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hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik daripada aliran 
positif akan memidana lebih berat sebab ia beranggapan bahwa 
pidana itu harus disesuaikan dengan kejahatan. Jadi yang menjadi 
sorotan disini adalah kejahatan itu sendiri. Dan sebaliknya hakim yang 
berpandangan modern akan memidana lebih ringan sebab 
orientasinya bukan lagi kejahatan tetapi kepada sipenjahat itu sendiri. 
Jadi pemidanaan harus sesuai dengan penjahat.10 
  Dengan adanya aliran modern tersebut dimana kepercayaan 
digantikan oleh masa ilmu pengetahuan yang didasarkan atas 
penemuan penemuan ilmu sosial maupun ilmu-ilmu alam, guna 
menunjang pembinaan narapidana berdasarkan filsafat individualisasi, 
maka faktor faktor penyebab disparitas pidana makin banyak. Hal ini 
disebabkan karena diakui adanya keadaan tertentu, baik fisik, mental, 
maupun lingkungan sebagai keadaan keadaan yang meringankan. 
Sebagai contoh dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin (sex), 
residivisme dan umur (age). Wanita cenderung dipidana lebih ringan 
dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residivis akan lebih 
berat dan bahkan menurut KUHP Indonesia (Pasal 486, 487, dan 488) 
secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat 
pidana11 
                                                          
10
 Muladi, ibid., hlm: 65 
11
 Muladi. Ibid., hlm: 65 
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  Disparitas pemidanaan ini menurut Barda Nawawi tidak 
dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana 
dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat 
merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas 
pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap 
apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan 
main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si 
pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang 
undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas 
pidana.12 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah straftbaar feit 
dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak 
pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 
                                                          
12
 Muladi. ibid, hlm: 66 
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hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak 
dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan 
dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat  
  Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum 
pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak 
pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: 
”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa melanggar larangan tersebut.” Jadi berdasarkan pendapat 
tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud 
adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa 
merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar 
suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan 
hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan 
tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau 
sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau 
orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka 
terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang 
berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut 
sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan 
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tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman 
mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian 
dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai 
hubungan yang erat pula.13 
 Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini 
Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai 
perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai 
berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang 
oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” 
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan 
hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di 
Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis 
maupun hukum yang tidak tertulis.14 
  Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, 
perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu 
adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing straftbaar feit 
namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari 
istilah straftbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan 
pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli 
hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, 
ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan 
                                                          
13
 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm: 45. 
14
 Bambang Purnomo. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1992. hlm: 16 
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pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah 
masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan 
pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi 
masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana.15  
 Menurut Von Feurbach, Tindak pidana adalah merupakan 
suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang 
telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban 
seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum 
itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 
mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas 
legalitas. (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak 
ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 
ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya 
ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla 
poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa 
peraturan lebih dahulu), Asas legalitas ini dimaksud 
mengandung tiga pengertian yaitu:16 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu 
aturan Undang - undang. 
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi. 
                                                          
15
 Wirjono Prodjodikoro. Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta 2003, 
hlm: 67 
16
 Bambang Purnomo. Op.cit., hlm: 17-18 
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c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
 Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu 
kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan 
suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara 
keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus 
berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan 
(dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan 
sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena 
seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat 
melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia 
harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang 
telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti 
benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi 
hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.17 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
 Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam 
unsur unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah 
disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu 
seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh 
                                                          
17
 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2000  sebagaimana 
dikutip dalam Teguh Prasetyo. Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm: 54 
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Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat 
dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif 
dan unsur objektif. 
 Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk 
ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-
keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan  
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:18 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa); 
b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP; 
e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP  
                                                          
18
 P.A.F Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm: 
35 
23 
 
 
Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah:19 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang 
pegawai 
c. negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP 
atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 
KUHP; 
d. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
 Seorang ahli hukum yaitu Simons, merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana sebagai berikut:20 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; 
d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. 
 Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para 
penulis mengenai tindak-pidana ( strafbaar feit ) dan disebutkan 
mengenai unsur unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang 
bisa di maksudkan kedalam “aliran monistis“ dan kemudian akan di 
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kemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai 
pandangan ’’ dualistis “.21 
a. Golongan monistis atau pertama adalah : 
1) Simons mengemukakan unsur - unsur tindak pidana 
adalah : 
a) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat 
atau tidak berbuat atau membiarkan); 
b) Diancam dengan pidana (Stratbaar gesteld); 
c) Melawan hukum (onrecht matig); 
d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in 
verband staand); 
e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
(toerekenings vat baarpersoon). 
2) Van Hamel mengemukakan unsur-unsurnya tindak 
pidana adalah : 
a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam 
Undang-undang; 
b) Melawan hukum; 
c) Dilakukan dengan kesalahan; 
d) Patut dipidana. 
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3) Emezger mengemukakan bahwa tindak pidana adalah 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur -   unsur 
tindak pidana adalah : 
a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif 
atau membiarkan); 
b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif 
maupun yang subyektif); 
c) Dapat dipertanggung jawabkan kepada 
seseorang; 
d) Diancam dengan pidana. 
4) J Baumann mengemukakan bahwa perbuatan yang 
memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan 
dilakukan dengan kesalahan. 
5) Karni mengemukakan bahwa delik itu mengadung 
perbuatan yang mengadung perlawan hak yang 
dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna 
akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut 
dipertanggungkan. 
6) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek 
yakni: Tindak-pidana berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan pidana jelas sekali dari 
definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya pemisahan 
antara criminal act dan criminal responsibility. 
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b. Mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang 
mempunyai pandangan “dualistis“ tentang syarat-syarat 
pemindanaan meraka yaitu :22 
1) H.B. Vos mengemukakan bahwa untuk syarat-syarat 
pidananya adalah: 
a) kelakuan manusia dan 
b) diancam pidana dalam undang-undang 
2) Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana 
sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, 
barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya 
perbuatan pidana harus ada unsur-unsur tindak pidana, 
yaitu : 
a) Perbuatan 
b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang 
c) Bersifat melawan hukum 
d) kelakuan manusia dan 
e) diancam pidana dalam undang-undang. 
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3. Jenis – Jenis Tindak Pidana  
 Menurut jenisnya, tindak pidana terdiri atas :23 
a. Tindak pidana sengaja (Delik Sengaja) 
Delik ini disyaratkan adanya unsur sengaja (opzettelijk). 
Menurut MvT (Memorie van Toelichting) / Memori penjelasan, 
yang dimaksud dengan sengaja adalah sama dengan 
dikehendaki atau diketahui. 
b. Tindak pidana kealpaan (Delik Culpa) 
Adapun jenis culpa adalah sebagai berikut : 
1) Culpa Lata : Kealpaan yang berat, besar atau mencolok; 
2) Culpa Levis : Kealpaan yang ringan; 
3) Culpa Levissima : Kealpaan yang sangat ringan. 
       Pompe mengemukakan hal-hal mengenai adanya kelalaian  
      sebagai berikut : 
1) Si pembuat dapat menduga atau sebelumnya dapat 
mengerti agakpasti akan terjadinya akibat dari 
perbuatannya. 
2) Si pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan 
terjadinya akibat dari perbuatannya. 
3) Si pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan 
akan terjadinya akibat dari perbuatannya  
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4. Rumusan Tindak Pidana 
 Telah dikatahui bahwa sumber hukum pidana ada yang 
tertulis dan ada yang tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar 
supaya orang dapat mengetahuibagaimana hukumnya tentang 
sesuatu persoalan, maka aturan hukum itu dirumuskan. Demikian 
pula keadaanya dalam hukum pidana. Perumusanaturan hukum 
pidana yang tertulis terdapat dalam KUHP dan dalam 
peraturanundang-undang lainnya. 
 Syarat pertama untuk memungkinkan penjatuhan pidana 
ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik 
dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. 
Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. 
Undang-undang hukum pidana sifatnya harus pasti, didalamnya 
harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau 
apayang diperintahkan. Pernah ada peraturan di Jerman, ketika 
diduduki oleh pihak sekutu setelah perang dunia II, yang berbunyi : 
“Barang siapa berbuat bertentangan dengan kepentingan angkatan 
perang sekutu dipidana (Wergegen Interessen der allierten 
Streitkrarte handelt, wird bestraft). Perumusan delik sedemikian itu 
tidak cukup karena lukisan syarat-syarat untuk pemidanaan tidak 
pasti. Perumusan semacam itu bisa disebut pasal “karet” 24  
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 Arti perbuatan “yang memenuhi atau mencocoki rumusan 
delik dalam undang-undang” yakni perbuatan konkrit dari 
sipembuat itu harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik itu 
sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang, 
perbuatan itu harus “masuk” dalam rumusan delik itu.25 
 Dalam rumusan delik itu undang-undang melukiskan 
perbuatan yang dimaksud secara skematis, tidak secara konkrit. 
Misalnya Pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis 
syarat-syarat apa yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat 
dipidana berdasarkan Pasal pembunuhan tersebut. Syarat-syarat 
itu juga disebut unsur-unsur delik. Pengertian unsur disini dipakai 
dalam arti sempit, ialah unsur yang terdapat dalam rumusan 
undang undang. Rumusan dalam undang-undang ini tidak terikat 
akan tempat dan waktu. Tidak demikian halnya dengan perbuatan 
yang dimaksud. Ini adalah perbuatan konkrit, yang berlangsung 
disuatu tempat pada suatu waktu dan yang dapat ditangkap 
dengan panca indera.26 
 Untuk delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) harus ada 
perbuatan misalnya: menusuk dengan belati atau menembak 
dengan pistol, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang 
tertentu. Untuk bisa menerapkan Pasal 338 KUHP dirumuskan 
terlebih dahulu unsur-unsurnya, lalu perbuatannya yang 
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mempunyai ciri sebagaimana tertulis kedalam unsur-unsur delik itu. 
Apabila semua unsur dalam rumusan itu terdapat didalam 
perbuatan itu, maka berarti bahwa perbuatan tersebut telah 
memenuhi atau mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam 
undang-undang yang bersangkutan. Maka dengan ini peraturan 
undang-undang itu dapat diterapkan kepada perbuatan tersebut27 
 Didalam KUHP perumusan delik itu biasanya dimulai dengan 
“barangsiapa” dan selanjutnya dimuat lukisan perbuatan yang 
dilarang atau yang tidak dikehendaki atau yang diperintahkan oleh 
undang-undang. Lukisan ini merupakan suatu abstraksi dan tidak 
dihubungkan dengan tempat dan waktu, seperti telah dikemukakan 
diatas. Untuk perumusan norma dalam peraturan pidana ada tiga 
cara:28 
a. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur 
perbuatan, misalnya dalam tindak pidana yang disebut dalam 
Pasal – Pasal : 
1) 154-157 KUHP : Haatzaai delicten (menabur kebencian). 
2) 281 KUHP : Pelanggaran kesusilaan. 
3) 305 KUHP : Meninggalkan anak dibawah umur 7 tahun. 
4) 413 KUHP : Seorang panglima tentara yang lalai 
terhadap permintaan pejabat sipil. 
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5) 435 KUHP : Seorang pegawai yang melakukan 
pemborongan pekerjaan jawatannya sendiri. 
Cara perumusan demikian ini yang paling banyak digunakan. 
b. Hanya disebut kualifikasi dari delik, tanpa menguraikan unsur -  
unsurnya, misalnya : 
1) Pasal 184 KUH : Duel (perkelahian tanding) 
2) Pasal 297 KUHP : Perdagangan wanita 
3) Pasal 351 KUHP : Penganiayaan 
Oleh karena untuk delik-delik tidak ada penyebutan secara       
tegas apa unsur-unsurnya, maka untuk mengetahui apa yang 
dimaksud perlu ada penafsiran yang didasarkan atas sejarah 
terbentuknya pasal itu. Misalnya : penganiayaan itu adalah tiap 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan 
kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka 
(elke opzettelijke veroorzaking van pijn of letsel). Cara 
penyebutan delik semacam ini kurang dapat dibenarkan, sebab 
ia memberi kemungkinan untuk penafsiran yang berbeda-beda, 
sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum. Penggabungan 
cara pertama dan kedua yaitu disamping menyebutkan unsur-
unsurnya, ialah menyebutkan perbuatan, akibat dan keadaan 
yang bersangkutan, juga disebutkan pula kualifikasi dari delik, 
misalnya : 
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1) Pasal 124 KUHP : Membantu musuh 
2) Pasal 263 KUHP : Memalsukan surat 
3) Pasal 338 KUHP : Pembunuhan 
4) Pasal 362 KUHP : Pencurian 
5) Pasal 372 KUHP : Penggelapan 
6) Pasal 378 KUHP : Penipuan 
7) Pasal 425 KUHP : Kerakusan pejabat (knevelarij) 
8) Pasal 438 KUHP : Perompakan (zoeroef) 
Dalam hubungan ini dapat ditambahkan, bahwa para Hakim 
dalam diktum keputusannya kerap kali hanya menyebutkan 
kualifikasinya saja dari tindak pidana yang telah terbukti 
dilakukan oleh terdakwa29 
 Selanjutnya mengenai cara penempatan norma dan sanksi 
pidana dalam undang-undang terdapat pula tiga cara : 
a. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. 
Cara ini dilakukan misalnya dalam buku ke-2 dan ke-3 dari 
KUHP, kecuali yang disebut dalam nomor 3 dibawah ini. 
b. Penempatan terpisah. 
Sanksi pidana ditempatkan dalam pasal lain, atau kalau dalam 
pasal yang sama, penempatannya dalam ayat yang lain. Cara 
ini banyak dipakai dalam peraturan pidana diluar KUHP, 
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misalnya : Peraturan Pengendalian Harga, Deviden, Bea dan 
Cukai dan sebagainya. 
c. Sanksi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedang 
normanya belum ditentukan.  
Ini disebut ketentuan hukum pidana blangko (blanket 
strafgesetze), misalnya Pasal 122 sub 2 KUHP. Normanya baru 
ada jika ada perang dan dibuat dengan menghubungkannya 
kepada pasal tersebut. 
 Pembicaraan tentang norma dan sanksi tidak akan lengkap 
apabila tidak membicarakan tentang Binding dengan teori 
normanya (normentheorie). Kalau pada umumnya orang 
berpendirian, bahwa norma dalam hukum pidana itu terdapat 
didalam rumusan delik dalam undang-undang, tidaklah demikian 
pendirian Binding. Binding membedakan secara tajam antara 
norma yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dan peraturan 
pidana (strafgesets) yang memuat sanksi pidana. 
 Norma tersebut tidak terdapat didalam peraturan pidana, 
melainkan didalam aturan-aturan diluar hukum pidana, baik tertulis 
misalnya dalam hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya 
atau dalam hukum tak tertulis (moral, kesusilaan). Aturan pidana 
(strafgesetz atau strafwet) itu hanya mengatur hubungan antara 
Negara dengan pejabat, aturan ini tidak memuat norma melainkan 
ancaman “pidana belaka”. Pembuatan peraturan pidana yang 
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memuat sanksi itu berarti, bahwa Negara memakai haknya untuk 
mempidana orang yang tidak mentaati normanya. Jadi apabila jalan 
pikiran Binding itu diikuti, maka orang yang melakukan pencurian 
itu tidak boleh dikatakan melanggar Pasal 362 KUHP dan orang 
yang sengaja membunuh orang lain itu tidak boleh dikatakan 
melanggar Pasal 338 KUHP, sebab mereka itu justru memenuhi 
syarat-syarat atau unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal 
tersebut, dan oleh karena itu dapat dipidana ex pasal-pasal 
tersebut.30 
 
C. Pengertian Dan Bentuk Kealpaan 
1. Pengertian Kealpaan 
 Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan 
“kesalahan” terdiri atas:31 
a. Kesengajaan, dan; 
b. Kealpaan 
Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, 
sedangkan “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para 
pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan 
yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau 
ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang 
dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan. 
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a. Simons menyatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas 
dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, 
disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, 
meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih 
mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah 
mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul 
suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Kealpaan 
terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu 
meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat 
diduganya akibat itu lebih dahulu oleh sipelaku adalah suatu 
syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih 
dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai 
kealpaan.  
 Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya 
“dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi 
sipelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan 
perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, 
terdapat kalau sipelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-
keadaan itu tidak ada. 
b. Satochid Kartanegara menjelaskan “kealpaan” sebagai berikut: 
“akan tetapi, kapankah dapat dikatakan bahwa seseorang telah 
berbuat kurang hati-hati? Pertama-tama untuk menentukan 
apakah seseorang “hati-hati”, harus digunakan kriteria yang 
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ditentukan tadi, yaitu menentukan apakah setiap orang yang 
tergolong sipelaku tadi, dalam hal yang sama akan berbuat lain? 
Untuk dapat menentukan hal itu, harus digunakan ukuran, yaitu 
pikiran dan kekuatan dari orang itu. Dalam pada itu, untuk orang 
desa misalnya, harus digunakan ukuran orang desa, tidak 
digunakan ukuran orang kota, misal saja mengenai lalu lintas. 
Orang desa tidak memahami aturan lalu lintas. Dengan ukuran 
tadi, apabila setiap orang yang termasuk segolongan dengan 
sipelaku akan berbuat lain, sipelaku dapat dikatakan telah 
berbuat lalai atau culpa. Di samping itu, dapat digunakan ukuran 
lain sebagai berikut. Dalam hal ini, diambil orang yang terpandai 
yang termasuk golongan sipelaku. Lalu, ditinjau apakah ia 
berbuat lain atau tidak. Dalam hal ini, syaratnya lebih berat, dan 
jika orang yang terpandai itu berbuat lain, dikatakan bahwa 
sipelaku telah berbuat lalai atau culpa” 
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2. Bentuk - Bentuk Kealpaan 
 Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas :32 
a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld).  
Dalam hal ini, sipelaku telah membayangkan atau menduga 
akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk 
mencegah, akan tetapi timbul juga akibat tersebut. 
b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewestu schuld).  
Dalam hal ini, sipelaku tidak membayangkan atau menduga 
akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam 
hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya 
memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat  
Selain dari bentuk “kealpaan” tersebut, ada juga pakar yang 
membedakan “kealpaan” sebagai berikut: 
a. Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut 
dengan culpa lata; 
b. Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan 
culpa levis. 
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D. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya 
  Berfungsinya hukum sangat tergantung pada usaha-usaha 
menanamkan pengertian hukum dan kesadaran hukum, serta jangka 
waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut. Masalah kepatuhan 
atau ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu usur dari badan 
kesadaran hukum, sedangkan masalah pengakuan dan penghargaan 
terhadap hukum merupakan unsur dari pada pengertian hukum. 
Usaha-usaha menanamkan hukum dan jangka waktu menanamkan 
hukum, dengan unsur-unsur pentaatan, pengakuan dan penghargaan 
terhadap hukum merupakan faktor-faktor efektifikasi hukum.  
  Dengan rangkaian faktor-faktor tersebut itulah yang 
diperankan oleh setiap orang yang menjadi warga masyarakat sebagai 
subyek hukum. Jadi dalam efektifikasi hukum akan terdapat dua pihak 
yang saling bekerja sama yaitu peranan hukum dan peranan subyek 
hukum. Hukum menentukan peranan apa sebaiknya dilakukan oleh 
para subyek hukum dan hukum semakin efektif apabila peranan yang 
dijalankan oleh para subyek hukum semakin mendekati apa yang telah 
ditentukan dalam hukum. Dengan demikian hukum itu berproses, atau 
benar-benar hidup dalam masyarakat.33 
  Maraknya kecelakaan lalu lintas sungguh saat ini sudah 
sangat memprihatinkan, apalagi ditambah dengan sumber daya 
manusia yang memang masih sangat jauh dari yang diharapkan entah 
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itu dalam kondisi ekonomi, psikologi, sosial dan ilmu pengetahuan 
serta banyak lagi. Tidak itu saja, ditambah dengan daya beli ekonomi 
manusia ikut berpengaruh terhadap jumlah populasi kendaraan yang 
semakin banyak. 
  Terjadinya kecelakaan menurut konstruksi hukum pidana 
haruslah ditimbulkan oleh kelakuan orang dalam hubungan sebab 
akibat, karena tanpa batasan yang demikian itu akan menimbulkan 
kesulitan pada peranan hukum pidana. Didalam hukum pidana telah 
tumbuh berkembang tentang penentuan kelakuan seseorang yang 
menjadi sebab akibat terhadap kejadian yang dilarang dan diberi 
sanksi oleh hukum pidana yaitu kejadian yang dalam hal ini 
dikhususkan pada kecelakaan. Banyak konstruksi yang dapat dibuat 
menurut hukum pidana dalam hubungannya antara peran pengemudi 
dengan kecelakaan lalu lintas, namun dapat digolongkan menjadi dua 
macam yaitu kelakuan pengemudi yang secara positif menimbulkan 
akibat yang dilarang dan kelakuan pengemudi yang tidak berbuat 
padahal seharusnya wajib berbuat sehingga menimbulkan akibat yang 
dilarang oleh hukum pidana. 34 
  Banyak sekali faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu 
lintas seperti halnya cuaca, jalan, keadaan kendaraan, penumpang, 
dan lain-lain akan tetapi faktor manusia sebagai orang yang 
mengemudikan kendaraan adalah lebih penting bagi hukum pidana, 
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karena melalui keterangan atau keadaan sekitar dari orang yang 
mengemudi dapat diungkap atas kejadian materiil (materiil waarheid) 
dalam proses perkara pidana.  
  Melalui kelakuaan dari pengemudi itu dapat ditentukan 
apakah hukum pidana dapat berperan atau tidak, dengan cara 
membuat konstruksi hubungan antara kelakuan itu dengan sifat 
melawan hukum karena adanya peraturan hukum dan yang terakhir 
masih diperlukan hubungan antara kelakuan yang berakibat 
menimbulkan kejadian yang melawan hukum dengan 
pertanggungjawaban atau kesengajaan atau kelalaian atau unsur 
subyektif lainnya, yang pelaksanaannya menurut proses beracara. 
Tidak memperhatikan bagian-bagian serta unsur-unsur yang terdapat 
dijalur inti hukum pidana (delik) akan berakibat peranan hukum 
menjadi merosot kewibawaannya, bahkan jauh dari tujuan keadilan 
dan dimata masyarakat, hukum pidana bukan sebagai pengayoman 
melainkan menakut-nakuti serta tidak mendapat simpati.35 
  Keadaan terakhir ini sangat tergantung pada sikap tindak 
petugas pelaksana hukum yang disatu pihak harus nyata-nyata 
dibedakan antara bersikap mengurus kecelakaan semata-mata dan 
bertindak mengusut kecelakaan yang melanggar hukum dilain pihak 
mengeterapkan bagian-bagian serta unsur-unsur dari inti huku pidana 
(delik) secara filosofis, yuridis, sosiologis yang tujuannya sebagai 
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pengayom. Akan manpak jalinan peranan pengemudi dihadapan 
peranan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu 
diimbangi secara tepat untuk memperlakukan hukum secara filosofis, 
yuridis, sosiologis dan imbangan diantara peranan ini harus terwujud 
karena dorongan dari falsafah maupun kebudayaan bangsa Indonesia.  
  Kita tidak sepenuhnya sadar bahwa mengemudikan mobil 
harus dilakukan secara fungsional. Jadi orang yang menolak 
pendekatan sungguh-sungguh melakukan kegiatan tersebut, entah 
karena malas atau enggang repot, tidak layak mengeluh jika ia 
dikoreksi melalui penjatuhan pidana karena kurang hati-hati atau teliti 
atau memandang remeh resiko yang mungkin muncul sehingga benar-
benar tujuan hukum pidana (pembalasan prevensi umum atau khusus).  
  Didalam praktek tidak ditemukan banyak fiksi berkenaan 
dengan pendekatan diatas, lagi pula pengemudi berpengalaman tidak 
akan memandang kesalahan diatas sebagai suatu fiksi. Penyebab 
kecelakaan yang terjadi dijalan raya, antara lain disebabkan oleh faktor 
manusia. Menurut Naning, hal ini disebabkan adanya pengaruh yang 
berasal dari dalam jiwa manusia itu sendiri, yang disebabkan antara 
lain oleh:36 
a. Kurang Konsentrasi  
Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut 
pengemudi dipengaruhi dengan adanya perasaan yang tidak 
                                                          
36
 Ramdlon Naning, Ibid., hlm: 23. 
42 
 
menentu atau kurang adanya pusat perhatian dalam mengendarai 
atau mengemudikan kendaraannya. 
b. Kelelahan Fisik dan Mental 
Merupakan suatu keadaan fisik dari pengemudi yang tidak 
memungkinkan untuk mengemudikan kendaraannya atau keadaan 
mentalnya yang kurang memungkinkan untuk mengemudikan 
kendaraannya di jalan raya. 
c. Kelainan Jiwa 
Merupakan penyakit jiwa dari pengmudi yang dapat sewaktu-waktu 
dapat kambuh terutama ketika mengendari kendaraan bermotornya 
di jalan raya yang memungkinkan terjadinya hilang kesadaraan 
sehingga kehilangan kemampuan mengendalikan kendaraannya. 
d. Minuman Keras 
Pengemudi atau pengendara sebelum mengemudikan 
kendaraannya telah minum minuman keras sehingga mabuk, maka 
dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan konsentrasi dalam 
mengendalikan kendaraannya dapat membahayakan dirinya sendiri 
dan orang lain karena dapat menimbulkan kecelakaan 
Selanjutnya faktor-faktor lain yang menyebabkan kecelakaan lalau 
lintas jalan raya menurut Naning adalah:37 
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a. Faktor Manusia 
Manusia adalah pelaku kejahatan dalam kecelakaan lalu lintas 
jalan raya, oleh karena tingkah lakunya kurang memperhatikan 
rambu-rambu lalu lintas dan perundang-undangan lalu lintas, baik 
sebagai penggemudi atau pemakai jalan raya. 
b. Faktor Kendaraan 
Maksudnya adalah kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
yang tercantum dalam UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, 
seperti tidak lengkapnya peralatan standar pada kendaraan. 
c. Faktor Jalan  
adalah keadaan dimana kendaraan tidak memungkinkan secara 
aman berlalu lintas dijalan raya, misalnya jalan sempit, berkelok-
kelok atau berlobang. Hal ini salah satu faktor terjadinya 
kecelakaan lalu lintas 
d. Faktor Lingkungan  
Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat mementukan 
terjadinya kecekakaan, hal ini disebabkan antara lain dengan tidak 
adanya petugas yang bertugas menjaga lingkungan tersebut, maka 
pengemudi cenderung untuk melakukan pelanggaran. Hal ini 
biasanya terjadi pada daerah yang sepi atau rawan, pada daerah 
macet atau daerah yang berbahaya. 
 
 
44 
 
E. Kekuasaan Kehakiman 
 Hakim adalah jabatan yang tertua di dunia, dapat dikatakan bahwa 
jabatan hakim seumur dengan peradaban manusia. Manusia sebagai 
makhluk sosial secara naluriah membutuhkan interaksi yang kemudian 
berkembang menjadi kelompok – kelompok masyarakat dan akhirnya 
mewujud menjadi negara38 
  Dalam pergaulan hidup berinteraksi inilah yang 
memungkinkan munculnya berbagai konflik kepentingan sehingga 
kemudian kelompok tersebut menyepakati aturan – aturan dalam hidup 
bersama. Pada tahap ini manusia sudah menciptakan hukum diantara 
mereka, dan untuk menegakkannya perlu pihak yang menengahi 
mereka akui secara bersama, itulah para Hakim.  
1. Landasan kekuasaan Kehakiman 
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum 
(rechtstaat). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu 
landasan penting negara hukum adalah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari 
pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan.  
Landasan Kekuasaan Kehakiman yang mengehendaki 
kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak 
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manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan 
tugas dan kewajibannya terdapat jaminan ketidakberpihakan 
kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.39 
Pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan 
Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer 
dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi” Dengan demikian, maka masing – masing 
lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan yang 
tertinggi yang berdiri sendiri akan tetapi puncaknya pada 
Mahkamah Agung40 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim yang 
berada dibawah lingkungan peradilan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia tidak boleh menolak untuk memeriksa sebuah perkara, 
artinya hakim tidak boleh memilah milah dalam menangani suatu 
perkara. Hal ini tercantum dalam Pasal 10 Undang – Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Ketentuan pasal 10 tersebut diatas selaras dengan 
ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa jika 
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hakim dihadapkan pada suatu perkara yang hukumnya tidak ada 
atau tidak jelas, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Hakim hanya boleh menolak untuk memeriksa suatu 
perkara bilamana undang – undang menentukan lain, misalnya 
karena alasan kompetensi, adanya hubungan darah dengan pihak 
– pihak, atau karena adanya alasan bahwa perkara sudah diperiksa 
dan diputus (nebis in idem)41 
2. Tugas Hakim  
Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan 
dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, 
menetapkan hal – hal seperti hubugan hukum, nilai hukum dan 
perilaku, serta kedudukan hukum dari pihak – pihak yang terlibat 
dalam sebuah perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan 
perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang 
berlaku, maka hal kim harus selalu mandiri dan bebas dari 
pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu 
keputusan.42 
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 
wewenang oleh undang – undang untuk mengadili suatu perkara 
yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian dari mengadili itu 
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adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, 
dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan 
tidak memihak di sidang pengadilan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja 
secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai 
rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik 
teori – teori ilmu hukum. Oleh karena itu, sangat berlebihan dan 
tidak bijaksana, tanggapan dari berbagai pihak yang mengecam, 
merendahkan, bahkan mengejek hakim yang kadang dilakukan 
dengan bahasa yang kasar dan tidak proporsional, dalam 
menyikapi suatu putusan hakim dalam perkara tertentu. Sejatinya, 
pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam 
menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang  dicita – 
citakan selama ini, dengan berpedoman pada hukum, undang – 
undang, dan nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat43 
F. Penjatuhan Putusan oleh Hakim 
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu 
perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh 
karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus 
memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati – 
hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat 
formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik 
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membuatnya. Jika hal – hal negatif itu dapat dihindari, tentu saja 
diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan 
berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian 
putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara 
yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritisi 
maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika 
putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih 
tinggi44 
Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya 
hakim akan menjatuhkan putusan, yang dinamakan dengan putusan 
hakim, yang merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara 
yang diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan yan terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri 
atau menyelesaikan suatu perkara.  
  Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam 
perkara pidana, menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa 
tahapan, yaitu sebagai berikut45 
1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana  
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan 
perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi 
                                                          
44
 Achmad Rifai, Ibid., hlm: 94 
45
 Moelyatno, Asas – Asas Hukum Pidana. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, 
sebagaimana dikutip dalam Achmad Rifai, Ibid., hlm: 96 
49 
 
masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan 
suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai 
perbuatan yang merugikan atau tidak atau yang patut dilakukan 
atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur 
dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan 
terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.  
2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana  
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan suatu 
perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim 
menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan 
bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada 
saat menyelidiki apakah terdakwa yang melakukan perbuatan 
pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang 
dipandang primer adalah orang itu sendiri. Dapat dipidananya 
seseorang harus melewati dua syarat, yaitu pertama, perbuatan 
yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan 
yang kedua, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai 
suatu kesalahan.  
 Menurut Moelyatno, unsur – unsur pertanggungjawaban 
pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal – hal sebagai berikut:46 
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) 
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b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab. 
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
atau kealpaan. 
d. Tidak adanya alasan pemaaf 
3. Tahap Penentuan Pemidanaan 
Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku 
telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga ia 
dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian 
perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku, maka 
hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut. 
Besarnya pemidanaan telah ditentukan di dalam KUHP dimana 
KUHP telah menetapkan batas minimal dan batas maksimal yang 
dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tertentu.  
Dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak 
pidana, maka hakim dapat menggunakan beberapa teori 
penjatuhan pidana, yaitu:47 
a. Tahap Mengkonstatir 
Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk 
membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa pidana yang 
diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka 
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diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus 
bersandarkan pada alat – alat bukti yang sah menurut hukum. 
 
b. Tahap Mengkualifikasi 
Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai 
peristiwa konkret yang telah dianggap benar – benar terjadi, 
termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana untuk 
peristiwa – peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir 
berarti menngelompokkan atau menggolongkan peristiwa 
konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan 
peristiwa hukum. Jika perisitiwanya sudah terbukti dan dan 
peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan 
hukumnya akan mudah, tetapi jika tidak jelas atau tidak tegas 
hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan 
hukumnya saja, tetapi lebih dari itu ia harus menciptakan 
hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan 
keseluruhan sistem peraturan perundang – undangan dan 
memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau 
zamannya. 
c. Tahap Mengkosntituir 
Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap 
peristiwa tersebut dan memberikan keadilan pada para pihak 
yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh  hakim 
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bukanlah produk dari intelektualitas  hakim tetapi merupakan 
semangat hakim itu sendiri. Dalam mengadili suatu perkara, 
hakim harus menentukan hukumnya in-konkreto terhadap 
peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat 
menjadi hukum (judge made law). Disini hakim menggunakan 
silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari premis mayor 
berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa sengketa 
yang terjadi di antara para pihak (dalam perkara perdata). 
G. Teori Penjatuhan Putusan 
 Memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah suatu 
pekerjaan yang mudah. Dalam era keterbukaan saat ini, dunia 
peradilan mulai digugat untuk menbuka diri, sehingga putusan hakim 
tidak lagi semata – mata hanya menjadi bahan perbincangan secara 
hukum atau menjadi bahan kajian ilmu hukum saja, tetapi lebih jauh 
akan menjadi konsumsi publik untuk diperbincangkan dan 
diperdebatkan, terlebih jika ada putusan hakim yang dirasa kurang 
memuaskan rasa keadilan masyarakat. Dalam melaksanakan 
penjatuhan putusan, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh 
Mackenzie yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam 
mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu 
sebagai berikut:48 
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1. Teori Keseimbangan 
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah 
keseimbangan antara syarat – syarat yang telah ditentukan oleh 
undang – undang dan kepentingan pihak – pihak yang tersangkut 
atau berkaitan dengan perkara yaitu antara lain seperti adanya 
keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, 
kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Dalam praktik 
peradilan pidana, kepentingan korban belum mendapat perhatian 
yang cukup, kecuali  dakan antara lain dalam perkara – perkara 
korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup.  
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau 
kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan 
putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman 
yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara 
perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu 
penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak 
terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan 
Seni ini digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, 
lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari 
hakim. 
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3. Teori Pendekatan Keilmuan 
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses 
penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh 
kehati – hatian, khusunya dalam kaitannya dalam putusan – 
putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan 
hakim. Pendekatan keilmuan ini semacam peringatan bahwa dalam 
memutus suatu perkara hakim tidak boleh semata – mata hanya 
berdasarkan intuisi atau instink, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 
pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam 
menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena 
itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, 
baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang 
lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi teori – teori yang ada dalam limu 
pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, 
diadili, dan diputuskan oleh hakim.  
4. Teori Pendekatan Pengalaman 
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 
membantunya dalam menghadapi perkara – perkara yang 
dihadapinya sehari – hari, karena dengan pengalaman yang 
dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan 
yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan 
dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang 
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ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula 
dengan pihak - pihak yang berperkara dan juga masyarakat.  
5. Teori Ratio Decidendi  
Selain itu, dalam teori penjatuhan pidana di atas, dikenal 
pula suatu teori yang disebut dengan teori ratio decidendi. Teori ini 
didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok – 
pokok perkara yang disengketakan dan kemudian mencari 
peraturan perundang – undangan yang relevan dengan pokok 
perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 
penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan 
pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 
memberikan bagi para pihak yang berperkara49 
6. Teori Kebijaksanaan  
Teori ini diperkenalkan oleh Made Sandhi Astuti, dimana 
sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam 
perkara di pengadilan anak. Landasan teori kebijaksanaan ini 
menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa 
Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. 
Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk 
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membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak 
dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, 
dan bagi bangsanya. 50 
Menurut Achmad Rifai, Penjatuhan Pidana oleh hakim terhadap pelaku 
tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala 
aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:51 
1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu 
kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. 
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat 
pelakunya jera dan tidak melakukan tindakan pidana dikemudian 
hari. 
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan 
tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya. 
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu 
kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya 
nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan 
masyarakat. 
 
                                                          
50
Made Sadhi Astuti. Pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana. IKIP Malang, 
Malang 1997, hlm: 87 sebagaimana dalam Achmad Rifai. op.cit., hlm: 112 
51
 Achmad Rifai, Ibid., hlm: 112 
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H. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam 
Putusan Hakim 
  Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana 
kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan 
dibawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, 
dan peradilan tata usaha negara telah menentukan bahwa putusan 
hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, 
filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, 
diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah 
keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), 
keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social 
justice).52 
  Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama 
dengan berpatokan kepada undang – undang yang berlaku. Hakim 
sebagai aplikator undang – undang, harus memahami undang – 
undang dengan mencari undang – undang yang berkaitan dengan 
perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang – 
undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan 
kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu 
unsurnya adalah menciptakan keadilan. 
Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada 
kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, 
                                                          
52
 Mahmakah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan 
Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2 sebagaimana dikutip dalam Achmad 
Rifai, Ibid., hlm. 126 
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mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. 
Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan 
pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang 
mampu mengikuti nilai – nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas 
penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan 
tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain 
agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.53 
 
I. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam 
Putusan Hakim 
 Tujuan dari hukum itu sangat beragam dan berbeda – beda 
menurut . pendapat dari para ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda 
– beda itu jika disimpulkan maka akan dapat diklasifikasikan adanya 3 
(tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai 
berikut:54 
1. Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan 
hukum itu semata – mata hanya untuk mencapai keadilan. 
2. Aliran Utilis, yang menanggap bahwa pada prinsipnya tujuan 
hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau 
kebahagiaan masyarakat. 
                                                          
53
 Achmad Rifai. Ibid., hlm. 126 
54
 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama,                  
Jakarta, 1993, hlm. 84 
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3. Aliran Normatif Yuridis, yang menganggap bahwa pada 
prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan sebuah 
kepastian hukum 
 Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata – mata 
hanyalah keadilan belaka, diragukan karena keadilan itu sendiri 
sebagai sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan 
yang sifatnya tetap dan terus – menerus untuk memberikan setiap 
orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula keadilan itu sebagai 
pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan 
kesewenang – wenangan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran 
moral idea atau moral teoritis. Penganut aliran ini diantaranya adalah 
Aristoteles, Justinianus, dan Eugene Elrich.55 
 Aliran utilitis memasukan ajaran moral praktis yang menurut 
penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau 
kebahagiaan yang sebesar – besarnya bagi sebanyak mungkin warga 
masyarakat, sebagaimana dikemukakan bagi para penganutnya, yaitu 
diantaranya adalah Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. 
Bahkan Bentham berpendapat negara dan hukum ada hanya semata – 
mata untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.56 
 Aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya 
bersumber pada positivitis yang beranggapan hukum sebagai sesuatu 
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 Achmad Ali, Ibid., hlm. 85 
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 Achmad Ali, Ibid., hlm. 88 
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yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang 
terdapat pada ketentuan perundang – undangan atau hukum yang 
tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk 
sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini 
selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa 
tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas 
warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan 
kepastian hukum dapat ditegakkan.57 
J. Putusan Hakim yang Sesuai dengan Metode Penemuan Hukum 
yang Progresif 
 Tugas yustisial hakim adalah memeriksa, mengadili kemudian 
menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, 
dan yang pertama – tama menjadi pedoman bagi hakim adalah 
peraturan perundang – undangan. Tugas yustisial tersebut, termasuk 
pula di dalamnya adalah tugas hakim dalam dalam melakukan 
penemuan hukum melalui putusan – putusannya. Metode penemuan 
hukum yang dilakukan umumnnya sebagaimana telah dijelaskan, 
adalah metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Di samping 
ada metode hermeneutika hukum yang dianggap sebagai metode 
yang baru dalam teori penemuan hukum.  
 Metode interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya 
sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa 
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konkret, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan 
suatu makna ganda, norma yang kabur (antinomy normen), dan 
ketidakpastian dari suatu peraturan perundang – undangan. 
Interpretasi terhadap teks peraturan perundang – undangannya pun 
masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut. Tujuannya tidak lain 
adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud 
para pembuatnya. 
 Sedangkan konstruksi hukum dilakukan apabila tidak 
diketemukan ketentuan undang – undang yang secara langsung dapat 
diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal 
peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum 
(recht vacuum) atau kekosongan undang – undang (wet vacuum). 
Untuk mengisi kekosongan hukum/undang – undang inilah, biasanya 
hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih 
lanjut suatu teks undang – undang dimana hakim tidak lagi berpegang 
pada bunyi teks tersebut. 
  Menurut Achmad Rifai, bahwa jika dipadukan dengan 
metode fiksi hukum, dalam hal hakim dianggap tahu akan hukumnya 
(ius curia novit), maka putusan hakim merupakan sebuah putusan 
yang progresif, apabila hakim dalam putusan yang akan dijatuhkannya, 
ingin keluar dari tawanan undang – undang atau melakukan tindakan 
contra legem. Pintu masuk yang dapat digunakan oleh hakim dalam 
hal ini adalah Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 
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2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga penjelasan dari pasal 
tersebut agar putusan yang dijatuhkannya sesuai dengan nilai – nilai 
kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka 
mencapai keadilan substansial.58 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Takalar untuk 
penelitian lapangan, serta Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, untuk penelitian kepustakaan. Dengan melakukan 
penelitian di kedua lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh data 
yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif 
yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pertimbangan 
dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan 
penulisan skripsi yaitu untuk meneliti faktor-faktor yang menjadi 
penyebab disparitas pemidanaan, serta meneliti mengenai dampak 
yang tejadi akibat terjadinya disparitas pemidanaan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan 
objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber 
lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku 
kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya 
dengan objek penelitian. 
2. Penelitian lapangan (fieldresearch), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan 
dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan 
dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan 
sebagai landasan teoritis. 
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara 
atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab 
terhadap narasumber atau petugas pengadilan. 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
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dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut 
disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
C. Faktor – Faktor penyebab terjadinya Disparitas Pidana Terhadap 
Kealpaan dalam Berkendara yang menyebabkan matinya orang 
lain. 
Untuk mengetahui seperti apa faktor penyebab terjadinya disparitas 
pidana terhadap kealpaan dalam berkendara yang menyebabkan 
matinya orang lain, penulis telah mengumpulkan data  dari kurun waktu 
2014 – 2016 yang merujuk pada beberapa putusan Pengadilan Negeri 
Takalar dari perkara kealpaan dalam berkendara yang menyebabkan 
matinya orang lain atau yang dikenakan dalam Pasal 310 ayat 2 (dua) 
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Perkara ini termasuk dalam Tindak Pidana Khusus 
sehingga tidak termuat di dalam KUHP. Perkara semacam ini dapat 
berakibat buruk bagi terdakwa maupun korban. Terhadap korban, yang 
paling dirugikan adalah dari pihak keluarga korban, terlebih jika korban 
adalah tulang punggung keluarga. Di sisi lainnya, terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. 
Dalam prakteknya, disparitas pidana terhadap kealpaan dalam 
berkendara yang menyebabkan matinya orang lain memang kerap 
terjadi disini. Terlihat dari beberapa putusan yang dihasilkan dari 
perkara yang sejenis. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu 
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mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara, 
seperti latar belakang terdakwa, alasan terdakwa melakukan tindak 
pidana serta hal – hal lainnya yang berkaitan dengan perkara. Data 
yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Takalar berkaitan dengan 
perkara kealpaan dalam berkendara yang menyebabkan matinya 
orang lain yang berkaitan dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 yang memiliki 
karakteristik sama satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa 
benar adanya terjadi perbedaan atas penjatuhan pidana terhadap 
terdakwa.  
Tabel 1. Jumlah perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
matinya orang lain di Pengadilan Negeri Takalar, 2014. 
No. Perkara Nama Usia Putusan 
22/Pid.Sus/2014/PN.Tka Hj. Saenab 34 
tahun 
1 Bulan kurungan 
penjara 
116/Pid.Sus/2014/PN.Tka Muh. Suliadi 36 
tahun 
3 bulan, 15 hari 
kurungan penjara 
28/Pid.Sus/2014/PN.Tka Faisal 34 
tahun 
4 tahun kurungan 
penjara 
27/Pid.Sus/2014/PN.Tka Majid 50 
tahun 
2 tahun kurungan 
penjara 
20/Pid.Sus/2014/PN.Tka Saripuddin 37 6 bulan kurungan 
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tahun penjara 
60/Pid.Sus/2014/PN.Tka Irfan Dg. 
Ujung 
21 
tahun 
4 bulan kurungan 
penjara 
Sumber: Panitera Pengadilan Negeri Takalar 
Tabel 2. Jumlah perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
matinya orang lain di Pengadilan Negeri Takalar, 2015. 
No. Perkara Nama Usia Putusan 
38/Pid.Sus/2015/PN.Tka Muh. Nasrun 
Syahrir 
18 
tahun 
2 Bulan kurungan 
penjara 
113/Pid.Sus/2015/PN.Tka Muh. Arfah 
S 
45 
tahun 
7 bulan kurungan 
penjara 
Sumber: Panitera Pengadilan Negeri Takalar 
Tabel diatas menunjukkan bahwa hakim dalam memutus suatu 
perkara akan menjatuhkan secara berbeda – beda, terlihat pada tabel 
tahun 2014 hakim di Pengadilan Negeri Takalar cenderung 
memberikan putusan ringan kepada terdakwa yang berusia dibawah 
30 tahun yang berkisar 1 – 10 bulan. Selain itu, hakim juga cenderung 
memutus lebih ringan pada perkara yang terdakwanya adalah wanita. 
Terlihat pada perkara nomor 22/Pid.Sus/2014 dengan terdakwa Hj. 
Saenab berusia 34 tahun yang hanya dipidana kurungan penjara 
selama 1 (satu) Berbeda dengan perkara yang terdakwanya adalah 
seorang laki – laki, hakim cenderung memutus dengan pidana yang 
lebih berat kepada terdakwa laki – laki, terlihat pada perkara nomor 
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28/Pid.Sus/2014 dengan terdakwa Faisal berusia 31 tahun yang 
dipidana kurungan penjara selama 4 tahun, namun ini lebih ringan 
dibandingan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan 
pidana 5 tahun penjara.   
1. Faktor Internal dan Eksternal 
Menurut Khairulludin, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Takalar sekaligus hakim di Pengadilan Negeri Takalar yang 
diwawancara pada tanggal 24 Mei 2016 pukul 14.00 WITA, ada 
beberapa hal yang menjadi pertimbangan seorang hakim sebelum 
menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Menurut beliau hal ini 
terbagi dalam dua bagian, yaitu yang bersumber dari dalam diri 
hakim dan dari luar diri hakim. Yang berasal dari dalam diri hakim 
adalah hati nurani hakim itu sendiri yang berkaitan dengan 
perasaan tega dan tidak tega. Beliau mengatakan bahwa pribadi 
dan hati nurani setiap hakim selaku insan peradilan berbeda – beda 
dan tidak dapat disama ratakan karena tega atau tidak tega tidak 
bisa menjadi ukuran baku karena bersumber dari dalam diri 
manusia. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan seorang hakim 
sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah hal 
yang bersumber dari luar diri hakim. Hal ini berkaitan dengan 
praktek – praktek yang dapat dikatakan illegal, salah satunya pihak 
kuasa hukum terdakwa yang sengaja mendekati hakim berkaitan 
dengan perkara. Khairiluddin menyatakan bahwa praktek – praktek 
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ini masih banyak terjadi di dunia peradilan Indonesia, biasanya 
kuasa hukum terdakwa mendekati hakim untuk meminta 
keringanan hukuman bagi terdakwa sehingga dalam amar 
putusannya, terdakwa mendapatkan hukuman lebih ringan bahkan 
jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Namun 
Khairulludin menambahkan bahwa korps hakim sedang berbenah 
untuk menghindari hal – hal yang berkaitan dengan praktek tidak 
terpuji tersebut. Berkaitan dengan hal perkara kealpaan dalam 
berkendara yang menyebabkan matinya orang lain, Khairiluddin 
memberikan contoh kasus yang pernah dihadapi saat ia masih 
menjadi hakim di Pengadilan Negeri Muara Enim, ia menceritakan 
bahwa pelaku adalah lelaki paruh baya dan tulang punggung 
keluarga yang memiliki 7 orang anak sehingga tergugah hatinya 
dan merasa tidak tega apabila harus memberikan hukuman yang 
berat kepada terdakwa. Selain itu sikap terdakwa yang sopan dan 
koorporatif selama proses persidangan juga menjadi hal yang ia 
perhatikan dalam menjatuhkan putusan.  
 
2. Faktor Sistem Hukum 
Senada dengan Khairiluddin, Ketua Pengadillan Negeri Takalar 
Gede Sunarjana, S.H. yang diwawancara pada tanggal 2 Juni 2016 
pukul 09.00 WITA menyatakan bahwa putusan pengadilan 
khususnya dalam perkara kealpaan dalam berkendara yang 
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menyebabkan matinya orang lain tidaklah bisa diseragamkan, 
sehingga sebenarnya sistem hukum yang digunakanlah yang 
memberikan peluang terjadinya disparitas pidana. Gede 
berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
suatu perkara memiliki pedoman yang harus diikuti, sehingga hakim 
tidak bisa serta merta memiliki kekuasaan yang penuh dalam 
menjatuhkan suatu putusan. Hal itu memang diatur dalam Undang 
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Gede menambahkan setiap hakim apabila ragu dalam menjatuhkan 
suatu putusan, dapat berkonsultasi dengan hakim lainnya. 
 
3. Fakta Persidangan 
Selain itu sistem hukumnya, menurut Gede hal yang tidak kalah 
pentingnya adalah fakta persidangan itu sendiri. Hal – hal yang 
terungkap dalam fakta persidangan akan menjadi acuan utama 
oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. 
Sebagai contoh hal yang akan terungkap dalam persidangan 
adalah status terdakwa. Terdakwa yang berstatus residivisme atau 
pernah didakwa melalukan hal yang sama di hadapan pengadilan 
tentu akan dipidana lebih berat dibandingkan dengan terdakwa 
pemula yang baru satu kali didakwa melakukan perbuatan tersebut.  
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Pada dasarnya setiap orang memiliki pandangan berbeda soal rasa 
keadilan. Hal tersebut pula yang dirasakan oleh hakim, sehingga 
dalam beberapa kasus yang memiliki karakterisitik yang sama dapat 
dijatuhkan putusan pemindanaan yang berbeda yang biasa disebut 
dengan disparitas. Hal ini terlihat wajar apabila kita menelisik hal apa 
yang menjadi pertimbangan dari seorang hakim dalam memutus suatu 
perkara. Hakim sebagai insan peradilan dituntut untuk menjalankan 
fungsi serta kedudukannnya secara bijaksana, arif dan memenuhi 
harapan masyarakat soal keadilan. Sebagai wakil Tuhan dimuka bumi 
hakim juga dituntut untuk bekerja secara lebih dalam berbagai aspek 
dan menghindari berbagai hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh 
seorang insan peradilan. Namun, hakim adalah manusia biasa yang 
tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, dimana putusan – putusan 
yang dihasilkan tidak selalu memenuhi rasa keadilan dan ekspektasi 
masyarakat luas terhadap lembaga peradilan.  
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D. Dampak Disparitas Pidana dalam perkara Kealpaan dalam 
berkendara yang menyebabkan matinya orang lain. 
Persepsi setiap orang mengenai keadilan tidaklah sama. Bagi 
sebagian besar orang awam yang berperkara di pengadilan, keadilan 
berarti memenangkan proses peradilan. Dalam hal perkara kealpaan 
dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain, keadilan 
tidak bisa di definisikan secara mutlak. Karena keadilan yang hakiki 
adalah milik Tuhan yang maha esa. Namun dalam hal ini, keadilan 
yang dipersepsikan oleh masyarakat adalah setiap pelanggaran 
terhadap undang – undang yang sama adalah harus diberikan 
hukuman yang sama pula. Dalam sistem peradilan di Indonesia 
tidaklah demikian, banyak faktor yang mempengaruhi itu semua.  
1. Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi 
Lembaga Peradilan 
Menurut Gede Sunarjana S.H., tidak dapat dipungkiri bahwa 
dampak secara langsung yang dirasakan oleh lembaga peradilan 
sebagai pelaksana peradilan di Indonensia adalah menurunnya 
rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan 
khususnya di Pengadilan Negeri Takalar yang berkaitan dengan 
perkara pelanggaran lalu lintas yang tercantum dalam Pasal 310 
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Ini dibuktikan dengan menurunnya perkara yang 
ditangani oleh Pengadilan Negeri Takalar yang berkaitan dengan 
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pelanggaran lalu lintas yang menelan korban jiwa. Sehingga dari 
tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan. 
Tahun 2014, Pengadilan Negeri Takalar telah menangani dan 
memutus perkara kealpaan dalam berkendara yang menyebabkan 
matinya orang lain sebanyak 6 (enam) perkara, sedangankan di 
tahun 2015 hanya berjumlah 2 (dua) perkara. Ini berbanding jauh 
dengan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Takalar 
yang pada tahun 2014 tercatat telah terjadi 167 kasus dengan 
korban jiwa sebanyak 21 orang dan tahun 2015 sebanyak 204 
kasus dengan 39 korban jiwa. Menurut IPTU Rizal selaku Kanit 
Laka Polres Takalar, dari banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas 
yang terjadi di Kabupaten Takalar, korban lebih memilih jalan damai 
dan tidak melanjutkan prosesnya ke pengadilan.  
Namun lebih lanjut Gede menambahkan bahwa lembaga peradilan 
saat ini sedang berusaha dan berbenah dalam rangka 
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
peradilan sehingga kedepannya tidak ada lagi istilah main hakim 
sendiri yang kerap terjadi di Indonesia.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dalam praktek peradilan di Indonesia bahkan diseluruh dunia yang 
masih mengacu pada sistem hukum Eropa Kontinental, disparitas 
pidana telah menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Utamanya 
di sistem hukum Indonesia yang pedoman pemidanaannya 
mengacu pada undang – undang dan bukan pada kasus itu sendiri. 
Disparitas pidana dalam perkara kealpaan dalam berkendara yang 
menyebabkan matinya orang lain memang menjadi sebuah 
keniscayaan karena dalam satu kasus yang sama akan muncul 
fakta persidangan yang berbeda – beda meski pasal atau peraturan 
perundang – undangan yang digunakan adalah sama. Hal ini 
tidaklah menjadi sebuah kesalahan apabila mengacu kepada 
peraturan perundang – undangan yang mengatur tentan pedoman 
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Undang 
– Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
dimana dalam prisipnya hakim bebas dan merdeka dalam 
menangani suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Namun, 
hakim tentu mempunyai pertimbangan – pertimbangan tertentu 
dalam mengambil sebuah keputusan, utamanya dalam memberikan 
vonis kepada terdakwa. 
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Dalam kurun waktu tahun 2014 – 2015, Pengadilan Negeri Takalar 
telah memutus 8 (delapan) perkara yang berkarateristik sama 
berkaitan dengan pelanggaran pasal 310 ayat (2) Undang – 
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, dimana dari 8 putusan tersebut terdakwa divonis hukuman 
penjara dengan kurun waktu yang sangat beragam mulai dari yang 
teringan 1 (satu) bulan kurungan penjara dan yang paling berat 
selama 4 (empat) tahun kurungan penjara. Dari 8 kasus yang 
diputus pula, satu diantaranya adalah terdakwa perempuan yang 
divonis paling ringan yaitu 1 (satu) bulan penjara.  
Untuk itu penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain 
1. Terjadinya disparitas pidana dalam perkara kealpaan 
dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain 
tidak lepas dari beberapa faktor, antara lain: 
a. Faktor Internal dan Eksternal Hakim, yang 
mencakup sisi kemanusiaan hakim serta pengaruh 
dari luar diri hakim; 
b. Faktor Sistem Hukum, yang memberikan peluang 
terjadinya disparitas; 
c. Fakta Persidangan, hal – hal yang terungkap 
dalam persidangan yang mempengaruhi cara 
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pandang hakim dalam memberikan vonis terhadap 
terdakwa.  
2. Disparitas dalam pemindanaan tidaklah melanggar 
peraturan perundang – undangan manapun, asalkan 
perbedaan antara tuntutan dari Penuntut umum tidaklah 
terlampau jauh dari apa yang akhirnya diputuskan oleh 
hakim.  
3. Dalam memberikan vonis, hakim di Pengadilan Negeri 
Takalar tahun 2014 – 2015 cenderung memberikan vonis 
ringan kepada terdakwa berjenis kelamin perempuan.  
4. Hakim sebagai insan peradilan yang juga seorang 
manusia biasa memiliki kekurangan sehingga apa yang 
diputuskan dalam suatu perkara tidaklah sempurna 
sehingga kerap terjadi persepsi dan kegoncangan di 
masyarakat akibat persepsi keadilan yang tidak sama. 
5. Terjadinya dispartias pidana dalam perkara kealpaan 
dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain 
juga berdampak kepada menurunnya kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga peradilan. Namun saat ini 
lembaga peradilan sedang berbenah untuk 
mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga tidak 
lagi ada istilah main hakim sendiri. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat, maka penulis 
memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi 
solusi: 
1. Hakim harus bersikap sangat profesional dalam menangani 
dan memutus suatu perkara yang dihadapinya tanpa 
pandang usia, jenis kelamin, dan lainnya, sehingga 
keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan 
bagi masyarakat secara umum dan terdakwa secara khusus 
dengan tidak mengenyampingkan fakta – fakta persidangan 
dan hati nuraninya sehingga peluang terjadinya disparitas 
pidana dapat diminimalisasi. 
2. Dalam memandang suatu perkara, penulis menyarankan 
kepada hakim hendaknya melihat suatu perkara 
berdasarkan kasusnya tanpa mengenyampingkan acuan 
kepada peraturan perundang – undangan, sehingga 
meskipun dalam persidangan ditemukan fakta – fakta baru 
yang meringankan terdakwa, vonis hakim tidak akan jauh 
berbeda dengan apa yang disebutkan oleh penuntut umum. 
3. Lembaga peradilan sebagai tempat para masyarakat para 
pencari keadilan hendaknya dapat meminimalisasi hadirnya 
putusan – putusan kontroversial yang dapat menimbulkan 
gejolak dimasyarakat.  
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4. Lembaga peradilan harus bekerja lebih keras dalam 
membenahi institusinya agar kepercayaan masyarakat 
kepada lembaga peradilan dapat kembali seperti sedia kala 
sehingga tidak ada lagi istilah main hakim sendiri di 
masyarakat. 
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